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A. LATAR BELAKANG MASALAH
Pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Diharapkan pajak dapat menjadi sumber dana yang efektif dalam mengatasi masalah ekonomi negara (Prameswari et al., 2023). Perekonomian suatu negara dianggap baik jika aktivitas ekonominya stabil, Pendapatan atau anggaran negara cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan tingkat inflasi tetap rendah. Pendapatan dari pajak memiliki presentase yang sangat besar dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Pajak memberikan pemerintah dana yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan stabilisasi harga, mencegah inflasi, dan mengendalikannya dengan efektif (Agustina et al., 2023). 
Pajak dipungut dari masyarakat yang menjadi salah satu kewajiban dan bersifat memaksa.  Menurut Supriatiningsih and Darwis (2020) pajak memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk tugas rutin dan pembangunan. Selain itu, pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak.
Pemerintah berusaha mencapai tujuannya menggunakan sumber pendapatan yang potensial, termasuk pajak, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara berasal dari pajak dan non-pajak serta hibah. Dari sumber penerimaan tersebut, yang paling dominan adalah penerimaan dari sektor pajak (Reza et al., 2023).
	Sumber Penerimaan Keuangan
	Reaslisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

	
	2022
	2023
	2024

	I. Penerimaan
	2.630.147,00
	2.634.148,90
	 2.801.862,90

	Penerimaan Perpajakan
	 2.034.552,50
	2.118.348,00
	 2.309.859,80

	Penerimaan Bukan Pajak
	 595.594,50
	515.800,90
	492.003,10

	II. Hibah
	 5.696,10
	3.100,00
	430,60

	Jumlah
	 2.635.843,10
	2.637.248,90
	 2.802.293,50


https://www.bps.go.id/realisasi-pendapatan-negara.html
Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pajak merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Oleh karena itu, besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai negara baik pembiayaan pembangunan atau pembiayaan rutin.
Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu langkah yang diambil adalah mengganti official assessment system dengan sistem self assessment system. Menurut (Budiman et al.(2019, p. 24) self assessment system merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan bahwa Wajib Pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan jumlah pajak yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang diajukan. Dengan perubahan ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih aktif dalam melaporkan dan menghitung kewajiban pajak, sehingga proses pemungutan pajak menjadi lebih efisien dan transparan. Langkah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara.
Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan wajib pajak dalam pendaftaran diri sebagai wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, serta penyelesaian tunggakan pajak. Isu kepatuhan ini sangat penting karena ketidakpatuhan dalam hal ini dapat menyebabkan praktik penghindaran pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance. Praktik tersebut berpotensi mengurangi jumlah dana pajak yang masuk ke kas negara, sehingga mengganggu stabilitas keuangan negara dan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program-program pembangunan (S. Rahayu & Lingga, 2009). Kepatuhan pajak yang rendah dapat menyebabkan masalah, di mana kurangnya penerimaan pajak membuat pemerintah sulit menyediakan layanan publik yang baik. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak agar bisa diambil langkah-langkah efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
Dalam penelitian terdahulu, salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan. Dengan melakukan sosialisasi, wajib pajak dapat memperoleh informasi lebih banyak tentang aturan dan regulasi perpajakan yang ada. Dengan adanya sosialisasi pajak ini akan meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak, serta secara langsung meningkatkan patuhnya terhadap ketentuan perpajakan (Hartinah et al., 2023). Penelitian terdahulu yang revelan dilakukan (Sipatuhar & Masyitah, 2023), dalam penelitiannya menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Pangestu & Iswara (2022) dan Fadhilah & Afiqoh (2022). Tetapi penelitian ini tidak sejalan dengan (Putri & Afiqoh, 2023), dalam penelitiannya memaparkan bahwa sosialisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Selain sosialisasi, pengetahuan tentang pajak juga merupakan faktor kunci dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah informasi yang dimiliki seorang wajib pajak yang membantu dalam mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakan (Zahrani & Mildawati, 2019). Dengan memahami berbagai aspek perpajakan, hal ini sangat berguna bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari kesalahan yang dapat berujung pada sanksi. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dilakukan  Putri & Afiqoh (2023) dan Sipatuhar & Masyitah (2023) yang memaparkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan (Permatasari, 2022) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Sanksi pajak juga memiliki peranan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini merupakan konsekuensi hukum bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh semua pihak. Dengan kata lain, sanksi ini berperan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar norma-norma perpajakan yang diterapkan. Melalui penerapan sanksi yang tegas, diharapkan wajib pajak akan lebih berhati-hati dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelanggar, tetapi juga sebagai pengingat semua wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Puspitasari et al., 2023).
Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan (Pangestu & Iswara, 2022) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh sigifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri & Afiqoh (2023), Sulastiningsih et al.(2023), Permatasari (2022). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian (Sipatuhar & Masyitah, 2023) yang memaparkan bahwa sanski pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
B. PERUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH
1. Rumusan Masalah Penelitian
[bookmark: _Hlk180877866]Penelitian ini berfokus pada pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:
a. Apakah Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
b. Apakah Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
c. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Batasan Masalah Penelitian
a. Penelitian ini hanya dilakukan di Kp2kp Sragen.
b. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kp2kp Sragen tahun 2024.
c. Metode pengambilan sampel menggunakan metode Simple Random Sampling.
C. TUJUAN PENELITIAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk menganalisis pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
b. Untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
c. Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut:
a. Manfaat Teoritis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dan menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pengembangan tambahan teori perpajakan yang dapat memberikan tambahan pengetahuan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
b. Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada wajib pajak orang pribadi. selain itu juga diharapkan dapat memberi manfaat untuk instansi terkait sebagai bahan merumuskan dan menetapkan kebijakan selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak.
D. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
D.1 Landasan Teori
1. Pajak
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, pajak adalah kontribusi keuangan yang wajib dilakukan oleh masyarakat untuk diberikan kepada pemerintah negara.
Beberapa definisi pajak menurut para ahli yang ditulis oleh Sihombing & Sibagariang (2020, p. 1) sebagai berikut:
a. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. mendefinisikan bahwa Pajak merupakan pemindahandna dari warga negara kepada pemerintah negara untuk mendukung pengeluaran rutin dan dana surplus untuk tabungan publik yang merupakan komponen utama untuk mendukung investasi publik.
b. Prof. Dr. P.J.A. Andriani mengatakan bahwa Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan, yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku (undang-undang) dengan tidak memberikan imbalan langsung yang dapat diidentifikasi dan dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.
c. Sommerfelf Ray M, Anderson Herschel M, Dan Brock Horace R. Pajak merupakan suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang tidak disebabkan oleh pelanggaran hukum. Pajak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa adanya imbalan langsung dan proporsional,agar pemerintah dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
d. Dr. Soeparman Soemahamidjaya menjelaskan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga atau masyarakat, yang dapat berupa uang maupun barang yang dipungut oleh pengusaha sesuai dengan norma yang berlaku yang dapat digunakan untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
2. Fungsi Pajak
[bookmark: _Hlk182864514]Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, termasuk pembangunan. Menurut Supriatiningsih and Darwis (2020, p. 5) Pajak memiliki empat fungsi, yaitu sebagai berikut:
a. Fungsi Anggaran (budgetair)
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, termasuk tugas rutin dan pembangunan. Negara memerlukan biaya yang diperoleh dari penerimaan pajak untuk pembiayaan rutin seperti, belanja pegawai, belanja barang, dan pemeliharaan. 
b. Fungsi Mengatur (regulered)
Pemerintah dapat mengendalikan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan. Misalnya, untuk mendorong investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai fasilitas keringanan pajak. Selain itu, untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk impor.
c. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memperoleh dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat terkontrol. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
d. Fungsi Redribusi Pendapatan
Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum, termasuk pembangunan, yang dapat menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan perpajakan merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan. Puspitasari & Rahayu (2022) memaparkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan penerimaan pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak pun semakin tinggi dan sebaliknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan niat dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang telah ditetapkan (S. Rahayu & Lingga, 2009). Kepatuhan perpajakan adalah faktor krusial dalam sistem perpajakan, karena semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin besar pula penerimaan pajak yang dapat diperoleh. Dengan niat dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat memastikan pelaporan dan pembayaran pajak yang tepat waktu serta memahami peraturan yang berlaku, sehingga mendukung tujuan penerimaan pajak secara keseluruhan.
Prameswari et al., (2023) menjelaskan bahwa ada dua jenis kepatuhan pajak diantara lain adalah kepatuhan formal, dimana wajib pajak secara fornmal mematuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan persyaratan hukum. Yang kedua adalah kepatuhan material, wajib pajak pada hakekatnya menaati seluruh ketentuan materiil perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
4. Sosialisasi Perpajakan
Sosialisasi pajak adalah upaya direktorat jenderal pajak untuk meningkatkan pemahaman, menyediakan informasi, dan memberikan panduan kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perpajakan (Putri & Afiqoh, 2023). Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi menjadi tiga fokus utama untuk mencapai tujuannya, yaitu sosialisasi bagi calon wajib pajak, sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Sosialisai bagi calon wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak dan menarik wajib pajak baru. Sementara itu, sosialisasi untuk wajib pajak baru bertujuan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan, terutama bagi yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau belum melakukan penyetoran pajak untuk pertama kalinya. Terakhir, sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk memastikan mereka tetap berkomitmen dalam memenuhi kewajihan perpajakan secara rutin (Herryanto & Toly, 2013). Dengan demikian, sosialisasi pajak berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong masyarakat untuk berperilaku yang benar dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan pajak dapat dilaksanakan melalui dua cara (Herryanto & Toly, 2013) yaitu sebagai berikut:
a. Sosialisasi Langsung
Sosialisai langsung merupakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan sosialisasi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Beberapa bentuk sosialisasi yang telah dilaksanakan meliputi  Early Tax Education, program Tax Goes To School atau Tax Goes To Campus, serta berbagai perlombaan perpajakan seperti Cerdas Cermat, Debat, Pidato Perpajakan, dan penulisan Artikel. Selain itu, terdapat juga kegiatan sarasehan atau tax gathering, kelas pajak atau klinik pajak, seminar, diskusi, ceramah, dan workshop atau bimbingan teknis.
b. Sosialisasi Tidak Langsung
Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada masyarakat tanpa atau dengan sedikit interaksi dengan peserta. Contoh dari sosialisasi tidak langsung meliputi penyampaian informasi melalui radio atau televisi, serta distribusi buku, booklet, atau leaflet tentang perpajakan.
5. Pengetahuan Perpajakan
Pengetahuan pajak adalah informasi yang dimiliki seorang wajib pajak yang membantu dalam mengambil keputusan terkait kewajiban perpajakan (Zahrani & Mildawati, 2019). Dengan memahami berbagai aspek perpajakan, hal ini sangat berguna bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari kesalahan yang dapat berujung pada sanksi. Pengetahuan pajak adalah pemahaman tentang ketentuan umum dalam bidang perpajakan yang perlu diketahui oleh Wajib Pajak. Pengetahuan ini mencakup informasi mengenai Subjek Pajak, Objek Pajak, Tarif Pajak, serta cara pengisian laporan pajak, yang semuanya penting untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Nasution & Ferrian, 2017). Secara keseluruhan, pengetahuan pajak yang memadai tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga berkontribusi pada kepatuhan perpajakan yang lebih tinggi.
6. Sanksi Pajak
Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang diterapkan atas wajib pajak karena pelanggaran pajak, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, sanksi perpajakan bukan hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (Asnawi & Mukhlishin, 2017).
Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakn akan mendapat konsekuensi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini bahwa sanksi yang diterima tergantung jenis pelanggaran yang terjadi. Sanksi pajak dapat dibagi menjadi dua (Kusumo, 2009) yaitu:
a. Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi adalah pembayaran uang yang harus dilakukan wajib pajak sebagai bentuk kerugian kepada negara. Menurut undang-undang perpajakan, terdapat tiga jenis sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak, yaitu denda, bunga, dan kenaikan pajak.
b. Sanksi Pidana
Sanksi pidana adalah hukuman atau penderitaan yang diterapkan sebagai langkah terakhir oleh pihak fiskus untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak. Pada dasarnya tindak pidana dibidang perpajakan dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu akibat kealpaan atau kesengajaan. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, petugas pajak (fiskus), dan pihak ketiga.
D.2 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan hasilnya digunakan sebagai acuan. Berikut beberapa penelitian terdahulu pada penelitian ini yang bisa dilihat pada Tabel 1 diantaranya sebagai berikut:
Tabel 1
Penelitian Terdahulu
	No
	Peneliti
	Judul Penelitian
	Alat Analisis
	Hasil Penelitian

	1
	Sadina Hapsarini Putri, Nyimas Wardatul Afiqoh (2023)
	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Metode Analisis Linier Berganda
	Sosialisasi Pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Pajak berpengaruh positif signifkan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.            

	2
	Yola Yulia Sipahutar, Emi Masyitah (2023)
	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah
	Metode Analisis Linier Berganda
	Sosialisasi Perpajakan  berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Perpajakan  berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

	3
	Sulastiningsih, Aldi Winatadan, dan S. Riauwanto (2023)
	Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta
	Metode Analisis Linier Berganda
	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

	4
	Fadjar Rizki Pangestu, Ulfah Setia Iswara (2022)
	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
	Metode Analisis Linier Berganda
	Sosialisasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

	5
	Yulia Intan Permatasari (2022)
	Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris wajib pajak Orang Pribadi Di Desa denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali)
	Metode Analisis Linier Berganda
	Pemahaman dan Pengetahuan pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan  terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

	6
	Putri Noer Fadhilah. Nyimas Wardatul Afiqoh (2022)
	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	
	Metode Analisis Linier Berganda
	Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap    kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.


Sumber: diolah oleh peneliti


Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, selanjutnya dapat disusun research gap antar penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut:
Tabel 2
Research GAP
	No
	Arah Hipotesis atau Hail Hipotesis Penelitian
	Berpengaruh Signifikan
	Berpengaruh Tidak Signifikan

	1
	Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Sipatuhar & Masyitah (2023), Pangestu & Iswara (2022), Fadhilah & Afiqoh (2022)
	Putri & Afiqoh (2023)

	2
	Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Putri & Afiqoh (2023), Sipatuhar & Masyitah (2023)
	Permatasari (2022)

	3
	Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
	Putri & Afiqoh (2023), Sulastiningsih et al.(2023), Pangestu & Iswara (2022), Permatasari (2022)
	Sipatuhar & Masyitah (2023), Fadhilah & Afiqoh (2022)



D.3 Kerangka Konseptual
Pada penelitian ini dijelaskan mengenai Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kp2kp Sragen. Dengan demikian kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 1
Kerangka Konseptual
Berdasarkan pada gambar dapat dilihat bahwa kerangka pemikiran terdapat dua variabel diantaranya variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel bebas terdiri dari Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak. Sedangkan variabel terikatnya hanya terdiri satu variabel yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.
D.4 Perumusan Hipotesis
Hipotesis merupakan dugaan atau kesimpulan sementara yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang telah dirumuskan di dalam rumusan masalah (Sugiyono, 2009). Hipotesis ini berfungsi sebagai dasar untuk pengujian lebih lanjut melalui pengumpulan dan analisis data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan. Dengan melakukan sosialisasi, wajib pajak dapat memperoleh informasi lebih banyak tentang aturan dan regulasi perpajakan yang ada. Dengan adanya sosialisasi pajak ini akan meningkatkan kesadaran dan motivasi wajib pajak, serta secara langsung meningkatkan patuhnya terhadap ketentuan perpajakan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan penting dalam memberika pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai berbagai aspek perpajakan. Jika DJP jarang mengadakan kegiatan sosialisasi untuk wajib pajak, maka masyarakat cenderung akan menghindari kewajiban pajak karena kurangnya pengetahuan dan  kepercayaan sistem perpajakan (Hartinah et al., 2023). 
Tujuan sosialisasi kepada wajib pajak mengenai perpajakan adalah untuk memastikan bahwa mereka memahami tata cara pembayaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan (Adawiyah et al., 2023). Dengan pengetahuan yang memadai, diharapkan wajib pajak akan merasa lebih percaya diri dalam melakukan pembayaran pajak dan menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi.
Berdasarkan hasil penelusuran artikel yang dilakukan, terdapat sejumlah penelitian yang menemukan hubungan positif signifikan penerapan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian oleh Sipatuhar & Masyitah (2023) yang berjudul ”Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah” menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian tersebut mengunakan data primer yang dikumpulkan menggunakan kuisioner dengan sampel sebanyak 98 responden yang terdaftar di KPP Medan Petisah.
Penelitian serupa juga dilakukan Pangestu & Iswara (2022) yang berjudul ” Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan jumlah sampel 100 responden menghasilkan analisa bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. peningkatan sosialisasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena mampu memberikan dasar pengetahuan yang jelas kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. Dengan adanya sosialisasi yang efektif, wajib pajak akan lebih memahami prosedur dan peraturan yang berlaku.
Penelitian lain juga dilakukan Fadhilah & Afiqoh (2022) yang berjudul ”Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” dengan jumlah 88 responden wajib pajak karyawan yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gresik menyatakan bahwa sosialisai pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan menggunakan metode analisis linier berganda.
Berdasarkan teori-teori pendukung yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1 :  Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, dan menentukan strategi yang tepat dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakan, menghitung jumlah pajak yang terutang, serta mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.  Dengan pengetahuan yang memadai tentang perpajakan, wajib pajak dapat menjalankan proses administrasi pajak dengan lebih efisien dan akurat. Pemahaman ini juga dapat membantu wajib pajak dalam memenuhi teggat waktu pelaporan dan pembayaran pajak sehingga dapat menghindari sanksi atau denda.(Aninda et al., 2023). 
Perpajakan merupakan dasar yang memungkinkan wajib pajak memahami aspek yang terkait dengan perpajakan. Untuk itu diperlukan kesadaran dari wajib pajak agar mereka dapat menerima dan menerapkan pelajaran yang diperoleh, sehingga pengetahuan pajak mereka dapat meningkat. Dengan peniingkatan pengetahuan ini, diharapkan akan terbentuk sikap patuh terhadap kewajiban melaporkan pajak kepada negara. Kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak tidak hanya membantu wajib pajak dalam memenuhi tangung jawab mereka, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara melalui penerimaan pajak yang lebih baik (Utami & Amanah, 2018).
Penelusuran artikel yang dilakukan, terdapat sejumlah penelitian yang menemukan hubungan positif signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian Sipatuhar & Masyitah (2023) yang berjudul ” Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah” menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Penelitian ini sejalan dengan Sulastiningsih et al., (2023) yang berjudul ”Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta” dengan jumlah responden 44 wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Yogyakarta. Dengan pengetahuan yang baik mengenai peraturan dan kewajiban perpajakan maka akan mengarahkan wajib pajak semakin patuh dan menghindari kesalahan yang dapat berujung dengan sanksi.
Penelitian lain juga dilakukan Putri & Afiqoh (2023) yang berjudul ”Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 105 responden yang terdaftar di KPP Pratama Gresik. Semakin banyak informasi yang dimiliki wajib pajak mengenai perpajakan, semakin baik mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Berdasarkan teori-teori pendukung yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan akan dipatuhi oleh semua pihak. Dengan kata lain, sanksi ini berperan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar norma-norma perpajakan yang diterapkan. Melalui penerapan sanksi yang tegas, diharapkan wajib pajak akan lebih berhati-hati dan disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelanggar, tetapi juga sebagai pengingat semua wajib pajak tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Puspitasari et al., 2023).
Penelitian Putri & Afiqoh (2023) yang berjudul ”Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mencegah kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut.
Penelitian ini sejalan dengan Sulastiningsih et al.,(2023) yang berjudul ”Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Kota Yogyakarta” menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner dengan jumlah 40 responden. Hasil penelitian ini bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Peneliti serupa juga dilakukan Pangestu & Iswara (2022) yang berjudul ” Pengaruh Sosialisasi Perpajakan,Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan jumlah responden 100 wajib pajak.
Penelitian lain juga dilakukan Permatasari (2022) yang berjudul ”Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Denggungan, Kec.Banyudono, Kab.Boyolali)” menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 57 orang.
Berdasarkan teori-teori pendukung yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
E. METODE PENELITIAN
E.1 Lokasi dan Obyek Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (Kp2kp) di Kota Sragen. Sedangkan obyek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KP2kp Sragen pada tahun 2024.
E.2 Desain Penelitian
Desain penelitian merupakan rencana yang disiapkan untuk menggambarkan urutan detail kegiatan yang dilakukan. Desain penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun metodologi penelitian. Dengan rancangan yang jelas, dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam penelitian dilaksanakan secara sistematis dan terencana (Khanif, 2011). Desain penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Tujuannya untuk menganalisis tentang pengaruh variabel Sosialisasi pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (Kp2kp) Sragen.
2. Data dan informasi yang dibutuhkan diperoleh dari respon Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (Kp2kp) Sragen. Dalam penelitian ini jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 Wajib Pajak.
3. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan berbagai asumsi maupun proses pengujian berlaku.
4. Hasil penelitian diinterprestasikan dan diimplikasikan untuk menjawab masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.
Uraian diatas dapat disusun dalam bentuk gambar desain penelitian sebagai berikut.
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Gambar 2
Desain Penelitian
E.3 Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Variabel merupakan atribut, sifat, atau nilai yang dimiliki oleh individu, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Setelah dipelajari, variabel ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2013, p. 38). 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Variabel Dependen (Y) dan Variabel Independen (X).
Variabel Dependen
Variabel dependen juga disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013, p. 39) . Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan adalah kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah mereka yang secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan (Mulyana, 2021).
Mardiasmo (2013, p. 56) menjelaskan kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:
1. Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran
2. Kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian spt
3. Penghitungan pajak terutang
4. Kepatuhan dalam mentaati peraturan perpajakan
Variabel Independen
Variabel independen juga disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013, p. 39). Variabel Independen dalam penelitian ini terdiri dari:
1. Sosialisasi Pajak
Sosialisasi perpajakan adalah proses memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak agar mereka memahami berbagai aspek terkait perpajakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban dan hak-hak mereka dalam sistem perpajakan (Mulyana, 2021). Menurut Wijayanto (2015) sosialisasi pajak dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:
a. Tatacara sosialisasi
b. Frekuensi sosialisasi pajak
c. Kejelasan sosialisasi pajak 
d. Pengetahuan perpajakan
2. Pengetahuan Pajak
Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dimiliki wajib pajak dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, serta menentukan strategi dalam menjalankan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Pengetahuan ini penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan memanfaatkan hak-hak yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mulyana, 2021). Menurut Rahayu (2010, p. 141) pengetahuan pajak dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:
a. Pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
b. Pemahaman mengenai sanksi perpajakan
c. Sumber informasi mengenai peraturan perpajakan
d. Pengetahuan perubahan peraturan perpajakan setiap periode
3. Sanksi Pajak
Sanksi adalah langkah yang diambil oleh pihak fiskus untuk mencegah wajib pajak melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak (Mulyana, 2021). Menurut Wahyono (2018) agar pelaksanaan sanksi pajak dapat berjalan dengan baik, sanksi pajak dapat diukur menggunakan beberapa indikator sebagai berikut:
a. Penggunaan sanksi yang berat untuk mendidik wajib pajak 
b. Sanksi pajak harus tegas tanpa toleransi
c. Sanksi pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran
d. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
E.4 Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu, di pilih oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Puspitasari et al., 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi (Kp2kp) Sragen selama tahun 2024.
2. Sampel
Menurut Satria & Putri (2021) sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Kritrtia yang digunakan untuk memilih sampel dan mengukur variabel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP dan terdaftar di Kp2kp Sragen. Sedangkan dalam menentukan pengukuran sampel dari populasi yang akan digunakan peneliti menggunakan rumus slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10% sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 responden.
Pengambilan sampel dalam penelitian ini termasuk menggunakan probability sampling, yaitu pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa mempertimbangkan strata atau kelompok tertentu (Sahir, 2021, p. 34).
E.5 Jenis Data dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama proses penelitian, atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya (Widodo et al., 2023, p. 131). Sumber data dari penelitian ini  diperoleh dari responden melalui kuisioner yang berisi pertanyaan mengenai hal yang berkaitan dengan sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak. Sumber data primer ini berasal dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kp2kp Sragen.
E.6 Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuisioner yang berisi daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Kuisioner ini disebarkan secara langsung kepada beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang menjadi sampel dalam penelitian.
Skala penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala Likert adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sikap, pendapat, atau persepsi individu atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena tertentu dalam masyarakat (Abdullah et al., 2022). Dengan menggunakan skala Likert, variabel yang akan diukur diuraikan menjadi indikator-indikator tertentu. Indikator-indikator ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun item-item instrumen, yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2013, p. 93). Pengukuran ini dilakukan melalui pertanyaan, di mana setiap item memiliki 5 pilihan jawaban. Setiap jawaban memiliki nilai yang bervariasi dan tertingkat, dan masing-masing jawaban dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Alternatif jawaban Sangat Setuju (SS), dengan skor 5
2. Alternatif jawaban Setuju (S), dengan skor 4
3. Alternatif jawaban Netral (N), dengan skor 3
4. Alternatif jawaban Tidak Setuju (TS), dengan skor 2
5. Alternatif jawaban Sangat Tidak Setuju (STS), dengan skor 1
E.7 Metode Analisis Data
1. Analisis Instrumen Penelitian
a. Uji Validitas
Uji validitas mengacu pada seberapa jauh suatu instrumen dapat menjalankan fungsinya. Sebuah alat pengukur dianggap valid jika alat tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Cara menentukan validitas dengan menggunakan  korelasi product moment atau dikenal juga dengan korelasi pearson dengan menggunakan alat bantu dari computer dengan program SPSS. Data dikatakan valid apabila nilai r hitung > r tabel, jika nilai r hitung < r tabel maka data dikatakan tidak valid (Widodo et al., 2023, p. 53).
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah serangkaian pengukuran yang menunjukkan konsistensi ketika alat ukur digunakan berulang kali. Tujuan dari uji ini adalah untuk menunjukkan bahwa skor yang dihasilkan tetap konsisten antara satu pengukuran dengan pengukuran lainnya. Jika nilai r (Cronbach alpha) lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat dianggap reliabel. Jika nilai r (Croncbach alpha) lebih kecil dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dianggap tidak reliabel (Widodo et al., 2023, p. 60).
2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen dan variabel dependen mengikuti distribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan uji normalitas Kolmogrow-Sminorv dengan ketentuan, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka hipotesis diterima karena data tersebut terdistribusi normal. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis ditolak karena data tidak terdistribusi normal (Sahir, 2021, p. 69).
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas dilakukan untuk mendeteksi apakah model regresi memiliki gejala multikolinearitas antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas, dapat dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi. Jika nilai VIF > 10 dan nilai toleransi < 0,10 maka tidak ada terjadi gejala multikolinearitas. Jika nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,10 maka ada gejala multikolinearitas. Model regresi yang baik adalah tidak memiliki korelasi antar variabel bebas (Sahir, 2021, p. 70).
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk menentukan apakah penyimpangan dalam korelasi antara residual dari satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan statistic uji dubin-watson (D-W) dengan kriteria, jika DW < dL atau DW > 4 – dL, maka terdapat autokorelasi. Jika dU < DW < 4 – dU, maka tidak terdapat autokorelasi (Sahir, 2021, p. 71).
d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menentukan apakah ada perbedaan varians antara residual dari satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusan didasarkan pada angka probabilitas, dengan ketentuan jika nilai signifikan atau probabilitas > 0,05 maka hipotesis diterima karena data tersebut tidak ada heterokedanstitas. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis ditolak karena data ada heterokedanstitas (Sahir, 2021, p. 70).
3. Pengujian Hipotesis
a. Uji Regresi Linier Berganda
Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen (sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Menurut Sugiyono (2013, p. 153) memaparkan bahwa regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen terjadi ketika nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan (dimanipulasi).
Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Keterangan:
	Y
	:
	Kepatuhan Wajib Pajak

	a
	:
	Konstanta

	X1
	:
	Sosialisasi Pajak

	X2
	:
	Pengetahuan Pajak

	X3
	:
	Sanksi Pajak

	β1 β2 β3
	:
	Koefisien masing-masing variabel

	e
	:
	Error Disturbance



b. Uji-t
Uji t adalah pengujian yang dilakukan pada koefisien regresi secara pasrsial, untuk menentukan signifikan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat (Sahir, 2021, p. 53). Penelitian ini untuk mengidentifikasi persepsi efektifitas sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajin pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Dasar analisis ini dengan kriteria:
· Jika nilai signifikansi t >  0,05  maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel terikat
· Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
c. Koefisien Determinasi (R2)
Nilai R2 berkisaran antara 0 hingga 1. Artinya, semakin besar nilai R2 (mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut. Sebaliknya, jika nilai R2 mendekati 0, berarti model regresi tersebut kurang baik atau variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variasi dari variabel dependen (Amruddin et al., 2022, p. 196).
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[bookmark: _Hlk185234611]DAFTAR KUISIONER
A. IDENTITAS RESPONDEN
1. Nama Responden		:
2. Usia		  	:
     18-30
     31-40
     Diatas 40
3. Jenis Kelamin	  	:     Perempuan		Laki-laki
4. Pendidikan terakhir 	: 
     SMA Sederajat
     D3
     S1
     S2
     Lainnya.... 
B. PETUNJUK PENGISIAN
Pernyataan dibawah ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk dapat menjawab pertanyaan dengan keyakinan tinggi tanpa mengosongkan satu jawabanpun. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda (√) pada salahsatu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
C. Skala Penilaian
Sangat Tidak Setuju (STS)	: 1 (Satu)
Tidak Setuju (TS)		: 2 (Dua)
Netral (N)			: 3 (Tiga)
Setuju (S)			: 4 (Empat)
Sangat Setuju (SS)		: 5 (Lima)

1. Sosialisasi Pajak (X1)
Pertanyaan dibawah ini terkait dengan Sosialisasi Pajak
	No
	Keterangan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Saya dapat memperoleh informasi peraturan perpajakan terbaru melalui sosialisasi perpajakan
	
	
	
	
	

	2
	Saya selalu update peraturan dan tata cara pembayaran pajak yang berlaku, melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan frekuensi yang teratur
	
	
	
	
	

	3
	Saya mendapatkan informasi mengenai perpajakan secara langsung dari petugas pajak
	
	
	
	
	

	4
	Saya dapat menjalankan kewajiban pajak saya, karena saya memiliki pengetahuan pajak yang memadai dari sosialisasi pajak
	
	
	
	
	



2. Pengetahuan Pajak (X2)
Pertanyaan dibawah ini terkait dengan Pengetahuan Pajak
	No
	Keterangan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Saya dapat membayarkan pajak di Kp2kp
	
	
	
	
	

	2
	Saya mudah memahami prosedur pembayaran pajak
	
	
	
	
	

	3
	Wajib pajak yang terlambat pembayaran akan diberikan sanksi administrasi
	
	
	
	
	

	4
	Saya mengetahui fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah
	
	
	
	
	



3. Sanksi Pajak (X3)
Pertanyaan dibawah ini terkait dengan Sanksi Pajak
	No
	Keterangan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Dengan diterapkannya sanksi pajak, membuat saya disiplin dalam perpajakan
	
	
	
	
	

	2
	Pengenaan sanksi pajak dilaksanakan tegas kepada semua wajib pajak yang melanggar
	
	
	
	
	

	3
	Sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan jenis pelanggarannya
	
	
	
	
	

	4
	Saya sebagai wajib pajak, memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan aturan yang berlaku
	
	
	
	
	



4. Kepatuhan Wajib Pajak 
Pertanyaan dibawah ini terkait dengan Kepatuhan Wajib Pajak 
	No
	Keterangan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1
	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela
	
	
	
	
	

	2
	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP
	
	
	
	
	

	3
	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu
	
	
	
	
	

	4
	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak
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